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DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TI MUR,

. bahwa kekayaan Daerah yang nerupakan aset mlik

Daerah perlu dikel ola secara berdaya guna dan
berhasi| guna agar dapat dil akukan perenajaan
atau nenutup biaya peneliharaan, disanping
unt uk nmenanbah Pendapat an Asli Daerabh;

.bahwa untuk nmaksud tersebut, telah ditetapkan

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat |
Nusa Tenggara Timur Nonor 8 Tahun 1998 tentang
Ret ri busi Pemakai an Kekayaan Daer ah
sebagai rana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Propinsi MNusa Tenggara Tinmur Nonor 2
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Propinsi Daerah Tingkat | Nusa Tenggara
Timur Nonmor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi
Pemakai an Kekayaan Daer ah;

. bahwa  sebagai konsekuensi dari pel aksanaan
Gonom Daerah Penerintah telah el akukan
penyer ahan Personil, Perlengkapan, Penbiayaan
dan  Dokunent asi kepada Penerintah Daerah
sehingga Peraturan Daerah  Propinsi Nusa
Tenggara Timur Nonor 2 Tahun 2000 yang bel um
nmenanpung aset hasil penyerahan Penerintah
tersebut perlu ditinjau kenbali;

. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas,

maka perlu nmenet apkan Per at ur an Daer ah
Propi nsi Nusa Tenggara Tinur tentang Retribus
Pemakai an Kekayaan Daer ah;

. Undang-undang Nonor 64 Tahun 1958 tentang

Penbent ukan Daer ah-daerah Tingkat | Bali, Nusa
Tenggara  Barat dan Nusa Tenggara Tinur
(Lenbaran Negara Tahun 1958 Nonmor 115,
Tanbahan Lenbaran Negara Nonor 1649);

. Undang-undang Nonmor 5 Tahun 1960 tentang Popok-

pokok Agraria (Lenbaran Negara Tahun 1960
Nonor 104, Tanbahan Lenbaran Negara Nonor
2043);

. Undang-undang  Nonor 4 Tahun 1992 tentang

Per umahan dan Penuki man (Lenbaran Negara Tahun
1992 Nonor 23, Tanbahan Lenbaran Negara Nonor
3469) ;

. Undang-undang Nonor 18 Tahun 1997 tentang Paj ak
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Daerah dan Retribusi Daerah (Lenbaran Negara
Tahun 1997 Nonor 41, Tanbahan Lenbaran Negara
Nonor 3685) sebagai mana telah diubah dengan
Undang-undang Nonmor 34 Tahun 2000 tentang
Per ubahan At as Undang- undang Republ i k
I ndonesia Nonor 18 Tahun 1997 tentang Paj ak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lenbaran Negara
Tahun 2000 Nonor 246, Tanbahan Lenbaran Negara
Nonor 4048) ;

5. Undang-undang Nonmor 22 Tahun 1999 tentang
Penmerintahan Daerah (Lenbaran Negara Tahun
1999 Nonor 60, Tanbahan Lenbaran Negara Nonor
3839);

6. Undang-undang Nonmor 25 Tahun 1999 tentang
Peri nbangan Keuangan antara Penerintah Pusat
dan Daerah (Lenbaran Negara Tahun 1999 Nonor
72, Tanmbahan Lenbaran Negara Nonor 3848);

7.Peraturan Penerintah Nonor 6 Tahun 1988 tentang
Koor di nasi Kegi atan I nstansi Verti kal di
Daerah (Lenbaran Negara Tahun 1988 Nonor 10,
Tanbahan Lenbaran Negara Nonor 3373);

8. Peraturan Penerintah Nonor 40 Tahun 1994 tentang
Rumah Negara (Lenbaran Negara Tahun 1994 Nonor
69, Tanmbahan Lenbaran Negara Nonor 3573);

9. Peraturan Penerintah Nonor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lenbaran Negara Tahun 2001
Nonor 119, Tanbahan Lenbaran Negara Nonor
4139);

10. Peraturan Penerintah Nonor 20 Tahun 2001 tentang
Penbi naan dan Pengawasan Atas Penyel enggaraan
Peneri nt ahan di Daer ah;

11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nonmor 144
Tahun 2000 tentang Tata Cara Menpersiapkan
Per at ur an Per undang- undangan,;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nonor 4 Tahun
1997 tentang Penyi dik Pegawai Negeri Sipil di
Li ngkungan Penerintah Daer ah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nonor 11 Tahun
2001 tentang Pengel ol aan Barang Daer ah;

14. Keput usan Menteri Pekerj aan Unum Nonor
417/ KPTS/ 1985 tentang Penetapan Sewa untuk
Rumah Daer ah;

15. Keputusan Menteri Pertanian Nonor 334/ KPTS TK
120/ 6/ 1986 tentang Pengenbangan Budi daya Udang
dengan Pol a Tanbak Inti Rakyat (TIR);

16. Keput usan Menteri Pekerj aan Unum Nonor
167/ KPTS/ 1991 tentang Harga Pokok Peral at an;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nonor 174 Tahun
1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan
Retri busi Daer ah;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nonor 147 Tahun
1998 t ent ang Konponen Penet apan Tarif
Retri busi;

19. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Tinmur
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Nonor 6 Tahun 2000 tentang Pengundangan
Peraturan Daerah dan Keputusan Qubernur
(Lenbar an Daerah Propinsi Nusa Tenggara Ti nur
Tahun 2000 Nonor 10, Seri D Nonor 264);

20. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Tinur
Nonor 9 Tahun 2000 tentang Penbentukan
O ganisasi dan Tata Kerja D nas Propinsi Nusa
Tenggara Tinmur (Lenbaran Daerah Propinsi Nusa
Tenggara Tinmur Tahun 2000 Nomor 349, Seri D
Nonor 349);

21. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Tinur
Nonor 10 Tahun 2000 tentang Penbentukan
O ganisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
Propinsi NIT (Lenbaran Daerah Propinsi Nusa
Tenggara Tinmur Tahun 2000 Nonmor 351, Seri D
Nonmor 351);

22. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Tinur
Nonor 11 Tahun 2000 tentang Penbentukan
O ganisasi dan Tata Kerja Lenbaga Teknis
Daerah Propinsi NIT (Lenbaran Daerah Propinsi
Nusa Tenggara Ti mur Tahun 2000 Nonmor 353, Seri
D Nonor 353);

23. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Tinur
Nonor 3 Tahun 2001 tentang Penyidi k Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Penerintah Propins
Nusa Tenggara Ti nur;

Dengan per set uj uan

DEWAN PERWAKI LAN RAKYAT DAERAH
PRCPI NSI' NUSA TENGGARA Tl MUR

MEMUTUSKAN :

Menet apkan : PERATURAN DAERAH PROPI NSI NUSA TENGGARA Tl MUR TENTANG
RETRI BUSI PEMAKAI AN KEKAYAAN DAERAH

BAB |
KETENTUAN UMM

Pasal 1
Dal am Per at uran Daerah ini, yang di naksud dengan
1. Daerah adal ah Propi nsi Nusa Tenggara Ti nur.
2. Perreri nt ah Daerah adal ah Penerintah Propinsi Nusa Tenggara Ti nur.
3 Quber nur adal ah Qubernur Nusa Tenggara Ti nur.

4.Jasa Usaha adal ah jasa yang disediakan oleh Penerintah Daerah
dengan nenganut prinsip konersial karena pada dasarnya dapat
pul a di sedi akan ol eh sektor swast a.

5. Pejabat adal ah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang
Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang
ber | aku.

6. Badan adal ah suatu bentuk badan usaha yang neliputi perseroan


http://www.djpp.depkumham.go.id

ter batas, perseroan komanditer, perseroan |ainnya, badan usaha
mlik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun,
per sekutuan, perkunpulan, firma, koperasi, yayasan atau
organi sasi yang sejenis, |enbaga, dana pensiun, bentuk usaha
tetap serta bentuk badan usaha | ai nnya.

7.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang sel anj utnya di si ngkat SKRD
adal ah surat keputusan yang nenentukan besarnya |uniah
retribusi yang terutang.

8. Surat Tagi han Retribusi Daerah, yang sel anjutnya disingkat STRD
adal ah surat untuk nel akukan tagi han retribusi dan atau sanksi
adm ni strasi berupa bunga dan atau denda.

9. Tanah adal ah tanah yang di kuasai ol eh Penerintah Daerah bai k yang
bersertifikat maupun yang bel um bersertifi kat.

10. Bangunan adal ah konstruksi teknik yang ditanam atau dil etakan

dalam suatu |ingkungan secara tetap yang berupa bangunan
gedung dan atau bukan gedung yang dikuasai ol eh Penerintah
Daer ah.

11. Rumah Daerah adalah bangunan yang dikuasai oleh Penerintah
Daerah yang berfungsi sebagai tenpat tinggal atau hunian dan
sar ana penbi naan kel uar ga.

12. Tanah pekarangan adal ah suatu perpetakan tanah yang nenurut
perti nbangan Penerintah Daerah dapat di pergunakan untuk tenpat
mendi ri kan bangunan.

13. al at berat adal ah sunber daya yang nel i pat gandakan jasa manusi a
unt uk nmencapai usahanya sekal i gus nenunj ukan spesifikasi jenis
usaha manusi a tersebut.

14. Retri busi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disedi akan
oleh Penerintah Daerah dengan nenganut prinsip konersial
karena pada dasarnya dapat pul a di sedi akan ol eh sektor swast a.

BAB | |
NAMA, CBJEK DAN SUBJEK RETRI BUSI
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Penakai an Kekayaan Daerah di pungut retribus

at as penggunaan barang- barang bergerak dan atau tidak bergerak atas
pel ayanan yang di beri kan ol en Penerintah Daer ah.

Pasal 3
oj ek retri busi adal ah penakai an :
a. t anah;
b. bangunan,;
C. rumah daerah
d. ruangan;
e. kendar aan
f. al at berat; dan
g.fasilitas-fasilitas penunjang lainnya mlik Penerintah Daerah,

dan atau yang pengel ol aannya diserahkan kepada Penerintah
Daer ah.

Pasal 4
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Subj ek Retribusi Penakai an Kekayaan Daerah adal ah Badan Hukum at au
per orangan yang nenggunakan/ meni kmati kekayaan Daer ah.

BAB |11
QCLONGAN RETRI BUSI DAN W LAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 5

Retribusi Penmakai an Kekayaan Daerah adalah termasuk gol ongan
Retri busi Jasa Usaha.

Pasal 6

W I ayah permungut an adal ah dal am wi | ayah Nusa Tenggara Ti nur tenpat
pel ayanan penakai an kekayaan Daer ah di beri kan.

BAB |V
CARA VENGUKUR TI NGKAT PENGGEUNAAN JASA
Pasal 7

Cara nengukur tingkat penggunaan jasa penakai an kekayaan daerah

di t ent ukan ber dasar kan :

a. jenis, jum ah, luas dan kualitas kekayaan Daer ah;

b.Biaya total penyediaan jasa yang neliputi admni strasi,
perel i haraan, perawatan dan penyusutan kekayaan Daer ah.

BAB V
PRI NSI P DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARI F
Pasal 8

(1)Prinsip dan sasaran dal am penetapan tarif retribusi didasarkan
pada tujuan untuk nenperol eh keuntungan yang | ayak sebagai mana
keuntungan yang pantas diterima ol eh pengusaha swasta sejeni s,
serta beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga
pasar .

(2) Untuk nenperol eh keuntungan yang | ayak sebagai mana di naksud ayat
(1) pasal ini perlu nenpertinbangkan konponen-konponen sebagai
beri kut
a. bi aya i nvestasi ;

b. bi aya penyusut an;

C. bi aya per awat an/ penel i har aan;

d. bi aya asuransi

e.biaya rutin/periodik yang Dberkaitan [|angsung dengan
penyedi aan j asa;

f. bi aya adm ni strasi umum yang nendukung penyedi aan j asa;

g. bunga pi nj anan

BAB VI
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